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Abstrak
Pedagang Kaki Lima di Kecamatan Tebet memang memberikan kemudahan bagi masyarakat sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain pedagang kaki lima juga sangat mengganggu fungsi trotoar sebagai hak pejalan kaki sehingga trotoar tidak dapat berjalan normal sesuai dengan fungsinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menjadikan bahan pustaka sebagai data dasar, dengan teknik deskriptif kualitatif dalam analisis data. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan : (1) Pemerintah melakukan upaya dengan cara penggusuran oleh PKL dan juga memberikan sanksi dengan cara menyita KTP dan juga gerobak para PKL untuk berjualan. (2) Pemerintah mengalami kendala yaitu keterbatasan ruang dengan semakin banyaknya PKL yang berjualan di Kecamatan tebet dan juga kekurangan personil SATPOL PP untuk mentertibkan para PKL karena hanya ada 83 anggota Satpol PP yang ada di Kecamatan tebet, sedangkan PKL yang berada di Kecamatan tebet ada 189 PKL.
Kata Kunci : Penegakan, Pedagang, Kaki lima, Tebet

Abstract

Street vendors in Tebet District do provide convenience for the surrounding community to meet their daily needs. However, on the other hand, street vendors also greatly interfere with the function of the sidewalk as a pedestrian right so that the sidewalk cannot run normally according to its function. This study uses a normative juridical research method that uses library materials as basic data, with qualitative descriptive techniques in data analysis. The results of the study concluded: (1) The government made efforts by eviction by street vendors and also gave sanctions by confiscating KTPs and also street vendors' carts to sell. (2) The government is experiencing constraints, namely space limitations with the increasing number of street vendors selling in Tebet District and also a shortage of SATPOL PP personnel to bring order to street vendors because there are only 83 Satpol PP members in Tebet District, while PKL in Tebet District have 189 street vendors.
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1. PENDAHULUAN
Ada tiga komponen terjadinya lalu lintas yaitu manusia atau masyarakat sebagai pengguna, kendaraan dan jalan yang saling berinteraksi dalam pergerakan kendaraan yang memenuhi persyaratan kelaikan dikemudikan oleh pengemudi mengikuti aturan lalu lintas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan yang menyangkut lalu lintas dan angkutan jalan melalui jalan yang memenuhi persyaratan geometric.
 Jalan merupakan sarana perhubungan yang vital dan perlu untuk mendapat perhatian yang serius sehingga aktivitas transportasi orang-orang yang ada dalam suatu kota menjadi lebih baik dan lancar.
 Masyarakat adalah orang yang hidup bersama yang menghasilkan kebudayaan. 3
Ketertiban lalu lintas merupakan suatu keadaan berlalu lintas yang berlangsung secara teratur sesuai dengan hak dan kewajiban setiap pengguna jalan ( Pasal 1 Angka 32 UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan). Masalah ketertiban berlalu lintas di jalan raya menjadi tanggung jawab bersama, bukan hanya pihak kepolisian tetapi seluruh pengguna jalan. Seluruh pengguna jalan memiliki kewajiban untuk mentaati peraturan berlalu lintas.

Ketertiban lalu lintas juga didukung oleh manajemen lalu lintas yang meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas. Manajemen lalu lintas bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas yang dilakukan antara lain dengan :

1. usaha peningkatan kapasitas jalan ruas, persimpangan, dan/atau jaringan jalan;

2. 
pemberian prioritas bagi jenis kendaraan atau pemakai jalan tertentu;

3. penyesuaian antara permintaan perjalanan dengan tingkat pelayanan tertentu dengan mempertimbangkan keterpaduan intra dan antar moda;

4. Penetapan sirkulasi lalu lintas, larangan dan/atau perintah bagi pemakai jalan.

Sarana jalan atau lalu lintas merupakan sesuatu yang vital karena sarana jalan sangat mendukung perkembangan suatu wilayah yang ditandai dengan lancarnya distribusi pergerakan manusia, barang, dan jasa sehingga kegiatan perekonomian wilayah tersebut menjadi lebih lancar

Kota sebagai pusat kehidupan sebuah negara, maka harus disadari bahwa diperlukan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai demi menjangkau semua tempat yang dibutuhkan (pusat kegiatan) agar aktivitas masyarakat kota mampu berjalan secara lebih efektif dan efisien
 salah satunya adalah trotoar. Namun pada kenyataannya trotoar di Jakarta khususnya daerah Tebet dipergunakan untuk fasilitas Pedagang Kaki Lima (PKL) bahkan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan berencana membangun pusat Pedagang Kaki Lima ( PKL) di kawasan Stasiun Tebet.

Menurut Pasal 45 ayat (2) UU LLAJ , penyediaan fasilitas-fasilitas pendukung (termasuk trotoar) di atas diselenggarakan oleh pihak pemerintah bergantung pada jenis jalan tempat trotoar itu dibangun :

1. Untuk jalan nasional, diselenggarakan oleh pemerintah pusat;
2. Untuk jalan provinsi, diselenggarakan oleh pemerintah provinsi;
3. Untuk jalan kabupaten dan jalan desa, diselenggarakan oleh pemerintah kabupaten;
4. Untuk jalan kota, diselenggarakan oleh pemerintah kota;
5. Untuk jalan tol, diselenggarakan oleh badan usaha jalan tol.
Ketersediaan fasilitas trotoar merupakan hak pejalan kaki yang telah disebut dalam Pasal 131 ayat (1) UU LLAJ. Ini artinya, trotoar diperuntukkan untuk pejalan kaki, bukan untuk orang pribadi.

Lebih lanjut dikatakan dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h UU LLAJ bahwa setiap jalan yang digunakan untuk lalu lintas umum wajib dilengkapi dengan perlengkapan jalan, yang salah satunya berupa fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar badan jalan. Ini artinya sebagai salah satu fasilitas pendukung jalan, trotoar juga merupakan perlengkapan jalan. Masih berkaitan dengan trotoar sebagai perlengkapan jalan, berdasarkan Pasal 28 ayat (2) UU LLAJ, setiap orang dilarang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan.
Ada 2 (dua) macam sanksi yang diatur dalam Undang Undang No 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dimana dapat dikenakan pada orang yang menggunakan trotoar sebagai milik pribadi dan mengganggu pejalan kaki:

1.  Ancaman pidana bagi setiap orang yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan adalah dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah) (Pasal 274 ayat (2) UU LLAJ); atau

2. Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan alat pengaman Pengguna Jalan, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) (Pasal 275 ayat (1) UU LLAJ).

Fungsi trotoar9 pun ditegaskan kembali dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 34 ayat (4) Tahun 2006 Tentang Jalan yang berbunyi:

“Trotoar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) hanya diperuntukkan bagi lalu lintas pejalan kaki.”

Pedagang kaki lima merupakan salah satu bentuk aktivitas perdagangan sektor informal. Pedagang kaki lima adalah pedagang kecil ang umumnya berperan sebagai penyalur barang-barang dan jasa ekonomi kota

Menurut Iswanto (2006), trotoar merupakan wadah atau ruang untuk kegiatan pejalan kaki melakukan aktivitas dan memberikan pelayanan kepada pejalan kaki sehingga dapat meningkatkan kelancaran, keamanan, dan kenyamanan pejalan kaki.

Trotoar juga dapat memicu interaksi sosial antar masyarakat apabila berfungsi sebagai suatu ruang publik. Umumnya trotoar di tempatkan sejajar dengan jalur lalu lintas. Keadaan trotoar dan jalan raya harus memiliki batas yang memisahkan keduanya. Pemisah itu dibuat untuk keamanan pejalan kaki agar pengguna jalan raya yang berisikan kendaraan bermotor tidak memasuki wilayah trotoar dan membahayakan pejalan kaki. Ada sepuluh pedagang kaki lima di Jalan Casablanca , Tebet, Jakarta Selatan terlihat panik saat ditertibkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kecamatan Tebet. Para PKL itu mangkal dan membuat kemacetan di dalam gang itu. Dipimpin langsung Kasatgas Pol PP Tebet, Mikadarwin menuturkan penertiban itu dilakukan karena ada laporan dari warga.

Petugas Satpol PP juga membongkar lapak pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Pal Batu, Tebet, Jakarta. Penertiban itu dilakukan dalam rangka bulan tertib trotoar untuk mengembalikan fungsi jalan dan trotoar yang selama ini terganggu karena keberadaan para PKL
Kawasan Tebet memang ada banyak sekali PKL yang berdagang tidak pada tempatnya. Seperti di kawasan Pasar PSPT Tebet, PKL rumahan di sekitar Pasar PSPT Tebet Timur menjadi perhatian bagi pengelola PD. Sehingga Kepala Pasar PSPT Tebet Timur mengakui sulitnya membujuk para PKL yang berjualan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar menempati kios atau los yang masih kosong
3. METODE PENELITIAN
Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif. Menurut Soerjono Soekanto yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Fasilitas Trotoar dan Disfungsi Trotar di Kecamatan Tebet
Kecamatan Tebet banyak sekali pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar. Sehingga menyebabkan trotoar itu sendiri kehilangan fungsi aslinya, yaitu untuk pengguna pejalan kaki. Maraknya pedagang kaki lima di daerah Kecamatan Tebet ini membuat penulis berifikir dan bertanya mengenai fungsi dari trotoar itu sendiri untuk apa dan apakah memang diperbolehkan pemerintah, para pedagang kaki lima ini berjualan di sekitaran trotoar Kecamatan tebet. Karena dengan adanya pedagang kaki lima di trotoar ini sebenarnya memiliki sisi positif dan negatif. Bagi penulis sisi negatifnya adalah fungsi trotoar menjadi tidak berjalan secara sempurna dan terganggu. Selain itu, trotoar menjadi kotor dan terlihat tidak rapi. Padahal Jakarta adalah kota besar yang seharusnya bisa menjaga lingkungan dan kebersihannya. Dan para pejalan kaki jadi terganggu karena trotoar yang seharusnya untuk pejalan kaki namun lahannya habis untuk pedagang kaki lima. Kawasan Tebet memang dikenal sebagai kawasan yang sangat ramai dan bisa dikatakan menjadi tempat untuk berkumpulnya para anak-anak muda. Sehingga para pedagang kaki lima mengambil trotoar di daerah Tebet untuk dijadikan lahan mereka berjualan. Ada pula sisi positifnya bagi masyarakat. Pedagang kaki lima mempermudah masyarakat disekitar kawasan Tebet, karena dengan adanya pedagang kaki lima masyarakat dapat dengan mudah memenuhi kebutuhannya setiap hari. Apalagi dikawasan Tebet banyak sekali perkantoran, sekolah, bahkan kampus. Maka dari itu para karyawan kantor, mahasiswa/mahasiswi, dan juga para pelajar sangat memburu para pedagang kaki lima contohnya pada saat jam makan siang. Para orang-orang tersebut akan mencari makan disekitar trotoar yang ada pedagang kaki lima untuk membeli makanan atau minuman yang dia inginkan. Jika malam tiba, pedagang kaki lima semakin banyak dan semakin bertambah banyak. Yang dapat mengakibatkan kemacetan, karena lokasi berdagang mereka ada dipinggir jalan dan mengharuskan pembeli untuk parkir di badan jalan. Selain menyebabkan kemacetan, para pedagang kaki lima juga dapat membuat lingkungan menjadi kotor dan tidak bersih. Misalnya, mereka membuang air bekas berdagang mereka ke pinggir jalan, atau juga membuang air bekas mereka ke sungai yang menyebabkan air sungai menjadi tercemar. Namun, jika para pedagang kaki lima tersebut dipindahkan atau digusur, mereka tidak akan mau karena disitulah tempat mereka mencari nafkah dan disitulah tempat mereka bekerja. Jika dipidahkan oleh pemerintah, mereka takut akan penghasilan mereka yang mungkin tidak bisa banyak seperti saat mereka berjualan di trotoar. Selain itu para pemburu pedagang kaki lima juga akan merasa sedikit kesulitan karena mereka harus mencari kebutuhan mereka di tempat yang jauh. Ada banyak pro dan kontra mengenai pedagang kaki lima di trotoar ini. Di sisi lain trotoar bukan tempat untuk berjualan, kecuali jika tempat itu  sudah  ditetapkan  pemerintah  untuk  berjualan.  Dan  selain  itu  dapat menyebabkan berkurangnya kerapian dan keindahan kota. Namun di sisi lainnya, pedagang kaki lima mempunyai peran penting bagi masyarakat yang membutuhkan pedagang kaki lima itu setiap hari.

Jalur Trotoar/ pedestrian yang menjadi obyek pengamatan adalah Kecamatan Tebet yang berada di :

1. Jl. Prof. Dr Soepomo
2. Jl. Tebet Barat Dalam raya
3. Jl. Tebet Timur Raya
4. Tebet Timur
5. Jl. Tebet Raya

Dimana jalur tersebut merupakan jalur pedestrian yang berada di sepanjang jalan trotoar banyak sekali PKL yang berjualan. Tidak ada yang istimewa dari jalur pedestrian ini jika dilihat dari segi fungsinya sebagai jalur bagi pejalan kaki, namun karena di sepanjang jalan terdapat pemandangan yang kurang indah karena adanya PKL yang berjualan di trotoar.

Tentunya yang menarik perhatian dari pada obyek ini adalah saat pagi hari hingga siang hari pedestrian ini memiliki fungsi yang semestinya yaitu untuk tempat berlalu lalangnya para pejalan kaki dan para masyarakat yang menggunakan trotoar atau pedestrian itu. Pada pukul 15.30 WIB, para pedagang mulai berdatangan satu persatu mulai dari tukang jualan minuman, hingga ketoprak bahkan terdapat mobil-mobil yang parkir menunggu orang yang akan dijemput.
Penerapan Pasal 1 angka 14 Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum terhadap PKL yang berada di kawasan Tebet.
Pada pasal 1 angka 14 Perda No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban umum tidak berjalan seperti seharusnya. Karena pada faktanya masih banyak pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar dan tidak ada izin atau mendapat izin yang resmi dari pemerintah. Hubungan pejalan kaki di ruang kota dengan lingkungannya merupakan suatu jalinan saling ketergantungan dengan lainnya. Manusia mempengaruhi lingkungannya dan sebaliknya. Dalam melakukan aktivitasnya diruang kota pejalan kaki dipengaruhi oleh lingkungannya baik fisik maupun non fisik.
Pedagang kaki lima semakin marak berjualan di jalur pedestrian, keberadaan PKL (pedagang kaki lima) tersebut sebetulnya mengganggu, karena wilayah badan jalan (jalur pedestrian) atau biasa disebut trotoar yang seharusnya digunakan oleh pejalan kaki untuk lewat lalu lalang, terpaksa tak bisa digunakan sebagaimana mestinya. Dari situlah muncul berbagai dampak seperti kemacetan serta kotornya lingkungan setempat.
Trotoar memang menjadi lokasi yang terfavorit bagi pedagang kaki lima, karena lokasi yang strategis dimana lalu lalang para pejalan kaki berkumpul sebenarnya tidak hanya PKL yang mengganggu jalur trotoar masih banyak yang lain seperti : parkir liar ataupun motor-motor yang sembarangan menggunakan trotoar yang dimana sangan membahayakan pejalan kaki.

Pasal 1 angka 14 Perda No 8 Tahun 2007 menyatakan : Pedagang kaki lima adalah seseorang yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan jasa yang menempati tempat-tempat prasarana kota dan fasilitas umum baik yang mendapat izin dari pemerintah daerah maupun yang tidak mendapat izin pemerintah daerah antara lain badan jalan, trotoar, saluran air, jalur hijau, taman, bawah jembatan, jembatan penyeberangan.
Pasal di atas sudah jelas bahwa pedagang kaki lima dapat berdagang di tempat prasarana kota dan fasilitas umum. Namun pasal di atas juga dijelaskan bahwa trotoar sendiri tidak dapat digunakan untuk berjualan jika tidak mendapat izin dari pemerintah. Jika tidak mendapat izin dari pemerintah, artinya para pedagang kaki lima tidak boleh berjualan atau melakukan kegiatan usaha di trotoar tersebut. Pada kenyataannya di Kecamatan Tebet justru banyak sekali para pedagang kaki lima yang berjualan di trotoar yang seharusnya untuk pengguna pejalan kaki. Pemerintah kurang mengadakan sosialisasi karena masih banyak pedagang kaki lima yang tidak tau apakah tempat mereka berdagang itu diizinkan oleh pemerintah atau tidak. Jika dilakukan penggusuran, maka para pedagang kaki lima akan melakukan pemberontakan bahkan meminta ganti rugi. Tetapi pemerintah sendiri kurang melakukan sosialisasi atau terjun ke lapangan untuk memberi tahu kepada masyarakat bahwa sebenarnya daerah Kecamatan Tebet belum diperbolehkan untuk berjualan. 
Guna bersosialisasi ini untuk memberikan informasi kepada para pedagang kaki lima dan masyarakat di sekitar bahwa para pedagang kaki lima tidak boleh berjualan di daerah tersebut. Jika sosialisasi dilakukan secara merata ke daerah-daerah yang ramai akan penduduk, maka para pedagang kaki lima dapat mencari lahan atau tempat lain dan meninggalkan tempat yang dilarang oleh pemerintah tersebut. Sehingga pemerintah tidak perlu melakukan penggusuran lagi ke pedagang kaki lima, dan dapat menciptakan suasana yang tertib dan indah.

Pada trotoar di Kecamatan Tebet masih didapati banyak sekali pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar, jika melihat Perda di atas menunjukan bahwa telah melanggar aturan yang ditulis di dalam Perda tersebut karena seharusnya trotoar digunakan untuk pejalan kaki atau pedestrian yang dilindungi dan dijamin kenyamanannya. Hak pejalan kaki juga diatur pada pasal 131 UU LLAJ yang dimana sudah menjadi hak yang wajib terpenuhi.
Sebagian jalan ada yang diperbolehkan untuk melakukan kegiatan sosial seperti kegiatan keagamaan, kegiatan kenegaraan, kegiatan olahraga dan kegiatan budaya diatur dalam pasal 127 UU LLAJ, dari klasifikasi tersebut jelas berjualan tidak diperbolehkan dan tidak masuk dalam klasifikasi tersebut atau tidak masuk dalam kegiatan tersebut tidak untuk berjualan. Bukan hanya merusak pemandangan tetapi juga menyalahgunakan fungsi trotoar itu sendiri. Trotoar kerap disalahgunakan menurut saya bukan hanya peran kesadaran masyarakat yang harus dijunjung tinggi namun juga peran dari penegak hukum dan juga peran pemerintah daerah sekitar lokasi Kecamatan Tebet memang bukan hanya di lokasi Kecamatan Tebet ini saja , sebenarnya diberbagai daerah juga telah dilakukannya penyalahgunaan trotoar yang

harusnya ditindak lebih tegas lagi.
Pemerintah pun sudah melakukan tindakan seperti membuat tanda bahwa dilarangnya berjualan ataupun parkir disepanjang trotoar dan sanksi sudah diatur dalam pasal 274 ayat (1) dan pasal 275 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ :

Pasal 274 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan kerusakan dan/atau gangguan fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).

Pasal 275 (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi Rambu Lalu Lintas, Marka Jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu  Lintas, fasilitas Pejalan Kaki, dan  alat pengaman Pengguna Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda  paling  banyak  Rp250.000,00  (dua   ratus   lima puluh ribu rupiah).
Melihat sanksi-sanki yang ada di undang-undang di atas, undang- undang ini belum terimplementasi dengan baik. Serta pemerintah belum melakukan tindakan yang tegas kepada para pedagang kaki lima yang melanggar aturan tersebut. Sejauh ini pemerintah hanya melakukan penggusuran ke tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk berjualan. Dan tidak melakukan teguran dan sanksi yang lebih tegas lagi. Maka dari itu para pedagang pedagang kaki lima tidak akan merasa jera dan akan melakukan kegiatan itu kembali saat sudah tidak ada petugas Satpol PP atau penggusuran itu. 
Pemerintah harus segera menindak lanjuti para pedagang kaki lima yang telah melanggar aturan tersebut. Namun pemerintah juga harus memberikan lokasi yang jelas dan sudah mendapat izin untuk para pedagang kaki lima tersebut berjualan. Pemerintah juga harus lebih berinovasi untuk mendapatkan lahan bagi para pedagang kaki lima agar mereka dapat berjualan dengan nyaman dan aman tanpa mengurangi keindahan dari jalan itu sendiri dan tanpa mengurangi pendapatan mereka dari berjualan itu. Tidak hanya itu tetapi pungli juga bertebaran dimana-mana yang justru membuat para pedagang kaki lima resah. Seharusnya pemerintah dapat mengatasi dan memberi sanksi para pelaku pungli agar para pedagang kaki lima dapat berjualan dengan tenang. Jika sudah mendapatkan izin dari pemerintah, seharusnya tidak ada lagi pungli. Karena jika sudah ada izin pemerintah, semua keamanan dan tempat sudah dijamin dan dijaga oleh penegak hukum yang berwenang/Satpol PP.
Pada pasal 3 UU LLAJ mengatakan bahwa :

Lalu lintas dan Angkutan jalan diselanggarakan dengan tujuan :

1. Terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib,nlancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan

3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat

Melihat dari pasal diatas, pemerintah belum bisa mewujudkan tujuan tersebut. Bagaimana bisa pemerintah mewujudkan tujuan diselenggarakannya lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancaar, dan terpadu
jika pemerintah tidak tegas dalam menangani permasalahan penertiban trotoar yang jelas-jelas mengganggu keaman, ketertiban, kelancaran dan keterpaduan lalu lintas. Apalagi trotoar itu sendiri berfungsi untuk pejalan kaki dan bukan untuk berjualan.

Menurut peneliti bahwasannya semua dapat terlaksana apabila adanya pengawasan dari pemerintah, namun kurangnya daya pengawasan dari pemerintah. Masalah ini terus ada dan justru menimbulkan semakin banyak lagi pedagang kaki lima yang berjualan tidak pada tempatnya. Pemerintah kurang tegas dalam menangani dan mengatasi permasalahan ini. Sehingga membuat peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat tidak berjalan dan terealisasikan dengan baik dan benar.
Peran Pemda Prov. DKI Jakarta dalam penegakan hukum terhadap PKL yang berjualan di kawasan Tebet
Peran pemerintah dalam menegakkan hukum terhadap PKL yang berjualan di kawasan Kecamatan Tebet sangatlah penting. Karena peren pemerintah sangatlah penting, maka pemerintah juga membuat kebijakan- kebijakan untuk merelokasi pedagang kaki lima untuk tidak berjualan di trotoar, adapun kebijakannya seperti berikut :

1. Pedagang Kaki Lima dipindah lokasikan ke tempat yang telah disediakan berupa kios-kios.
2. Kios kios tersebut disediakan secara gratis. Setiap kios setiap bulan ditarik retribusi. Bagi Pedagang yang tidak pindah dalam jangka waktu 90 hari setelah keputusan ini dikeluarkan akan dikenakan sangsi sesuai dengan peraturan yang berlaku
Dengan demikian, Pemerintah menganggap kebijakan relokasi tersebut merupakan tindakan yang terbaik bagi PKL dan memudahkan PKL. Karena dengan adanya kios-kios yang disediakan pemerintah, pedagang tidak perlu membongkar muat dagangannya. Selain itu, pemerintah juga berjanji akan memperhatikan aspek promosi, pemasaran, bimbingan pelatihan, dan kemudahan modal usaha. Pemerintah merasa telah melakukan hal yang terbaik dan bijaksana dalam menangani keberadaan PKL.

Melihat kebijakan pemerintah di atas, sampai sekarang baru ada dua tempat yang sudah resmi untuk berjualan para pedagang kaki lima. Yaitu di Tanah Abang dan Sudirman Thamrin. Namun pada kenyataannya pemerintah belum membuatkan/menyediakan kios-kios kepada para pedagang kaki lima. Mereka masih saja berjualan dengan gerobag mereka sendiri. Pemerintah harus segera merealisasikan kebijakan itu agar para pedagang kaki lima dapat menikmati dan berjualan dengan fasilitas yang ada yang telah dijanjikan kepada pemerintah. 
Di Kecamatan Tebet belum ada kebijakan pemerintah untuk dibuatkan lahan sendiri untuk para pedagang kaki lima. Maka dari itu pedagang kaki lima di daerah Kecamatan Tebet masih banyak yang menggunakan trotoar dan mengganggu fungsi trotoar. Pemerintah harus segera membuat kebijakan untuk semua tempat yang akan diberikan izin kepada pedagang kaki lima untuk berjualan. Agar tidak terjadi lagi kesalah pahaman oleh pedagang kaki lima yang menggunakan trotoar. Serta pemerintah tidak perlu lagi melakukan penggusuran yang menyebabkan masyarakat resah.

Fenomena PKL dan masalah–masalah yang ditimbulkan PKL dianggap menyulitkan dan menghambat pemerintah untuk mewujudkan sebuah kota yang bersih dan tertib salah satunya, walaupun pemerintah telah membuat kebijaka Perda untuk melarang keberadaan PKL, faktanya jumlah PKL malah semakin banyak. Kebijakan Pemerintah Daerah tersebut memenuhi banyak kontra dari para PKL karena kebijakan pemerintah itu dianggap tidak tepat, tidak adil dan merugikan para PKL. Kemudian yang menambah daftar panjang permasalahan PKL ini adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah dalam praktiknya banyak menggunakan kekerasan. Pendekatan kekerasan yang akan dilakukan pemerintah justru akan menjadi bumerang bagi pemerintah itu sendiri, sehingga akan timbul ketidakstabilan, anarkisme, dan ketidaktentraman yang dampaknya justru akan menurunkan citra pemerintah sebagai pembuat kebijakan. Yang paling menarik menurut kami dari adanya permasalahan PKL ini adalah karena PKL menjadi sebuah dilema tersendiri bagi pemerintah.
Penertiban trotoar kini telah menjadi focus dari Pemprov DKI Jakarta melalui Sapol PP. Tindakan Satpol PP untuk membersihkan PKL pun tidak mulus, banyak sekali hambatannya mulai dari aksi protes pedagang itu sendiri, masyarakat sekitar dan bahkan preman-preman yang merasa menguasai wilayah tersebut. Selain persoalan itu, persoalan kekurangan personil juga menjadi kendala, sehingga satpol PP kesulitan untuk menggusur para pedagang yang berjualan tidak pada tempatnya. Selain itu para pedagang kaki lima sendiri pun tidak mau disalahkan karena mereka tidak mengetahui peraturan dan sudah sejak lama mereka berjualan di tempat tersebut. Sehingga masyarakat tidak mau di atur oleh pemerintah atau penegak hukum yang ada, dalam kasus ini adalah Satpol PP.

Satpol PP pun mengaku kewalahan untuk mengusir PKL karena dalam wawancara peneliti dengan bapak Anom, karena para PKL walaupun sudah digusur tetapi tetap saja keesokannya berjualan di trotoar itu kembali.

Kendala-kendalanya tersebut bisa disebabkan oleh masyarakat atau pembeli. Karena jika masyarakat tidak membeli dagangan PKL tersebut, maka otomatis para PKL tidak akan berjualan di tempat tersebut karena merasa kawasan yang ia tempati kawasan yang sepi peminat atau pembeli. Selanjutnya yang menjadi kendala adalah kurangnya para anggota Satpol PP, sedangkan para PKL yang di Jakarta di berbagai daerah itu sangat banyak. Dan juga kurangnya lahan untuk memberikan wadah bagi para PKL untuk berjualan. Semakin banyaknya warga atau pendatang baru di Jakarta, maka semakin banyak juga masyarakat yang akan berjualan di trotoar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya jika sebelumnya dia memang pengangguran. Dan pengangguran juga menjadi salah satu kendala untuk membersihkan PKL yang berjualan di trotoar, karena pendatang baru/pengangguran memicu masyarakat untuk melakukan usaha namun tidak pada tempatnya.

Penertiban trotoar ini memang harus bekerjasama dengan lurah dan camat setempat karena banyak pedagang kaki lima yang tidak mau ditertibkan dengan alasan sudah lama berjualan.

Sebenarnya peraturan sudah ada sejak dahulu. Namun sampai sekarang sepertinya pemerintah belum juga berhasil mengatasi permasalahan ini dilihat dari Undang-Undang sampai Perda DKI. Dan juga belum mengatur mengenai lebih spesifiknya tempat dan juga kriteria untuk pedagang kaki lima. Sehingga masyarakat juga bingung dalam memahami peraturan-peraturan yang ada. Disamping itu penegak hukumnya pun kurang tegas terhadap masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Sebenarnya bukan hanya di Kecamatan Tebet saja hal ini terjadi, hamper di setiap daerah yang berada di Kota Jakarta mengalami permasalahan ini. Itu juga menandakan kalau pungli pun masih terjadi dimana-mana.

4. PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pada pembahasan bab-bab sebelumnya tentang Penegakan Hukum Disfungsi Trotoar Yang Digunakan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Tebet, disimpulkan bahwa :

1. Penerapan Pasal 1 Angka 14 Perda Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum belum berjalan dengan baik menurut peraturannya karena masih banyak PKL yang berjualan di trotoar dan tidak menjadikan trotoar pada fungsi yang sebagaimana mestinya. Pada faktanya ketentuan ini pun juga tidak diterapkan secara baik karena masih banyaknya kendala-kendala dan pemerintah juga kurang tegas dalam menerapkan pasal ini agar terciptanya tata ruang kota yang baik dan indah.
2. Peran pemerintah dalam menangani masalah disfungsi trotoar ini sangatlah penting dan sangat berpengaruh bagi perkembangan kota yang aman dan tertib. Pemerintah memiliki peran yang penting untuk mengedukasi masyarakat agar masyarakat mengetahui fungsi trotoar yang benar menurut peraturan.
Saran
Adapun saran yang penulis berikan sehubungan dengan skripsi ini adalah :
1. Pemerintah harus melakukan sosialisasi yang terprogram atau terjadwal secara rutin kepada masyarakat mengenai pasal 1 angka 14 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum ini agar masyakarat mengetahui peraturan tersebut sehingga pasal tersebut dapat diterapkan dengan baik dan berjalan sesuai aturannya. Pemerintah juga harus memberikan sanksi kepada PKL sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku agar mereka memliki rasa jera dan mentaati peraturan. Dan juga pemerintah harus memberikan tempat atau wadah untuk PKL yang berjualan di trotoar. Selanjutnya anggota Satpol PP harus ditambah agar lebih dapat mentertibkan dan mengawasi para PKL yang berjualan di trotoar.
2. Pemerintah memiliki peran yang sangat penting maka pemerintah harus melakukan sosialisasi dari satu daerah ke daerah lain agar masyarakat mengerti dan mengetahui mengenai PKL yang tidak boleh berjualan di trotoar. Sehingga para masyarakat dapat mencari pekerjaan lain ataupun tetap bisa berjualan di tempat yang sudah diediakan oleh pemerintah agar keindahan, ketertiban, dan keindahan kota tetap terjaga. Dan juga memperbanyak lagi personil Satpol PP agar setiap hari dapat melakukan pentertiban atau pengecekan di setiap tempat di kawasan Kecamatan tebet supaya tidak ada lagi PKL yang berjualan di trotoar.
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